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 Kerukunan antarumat beragama merupakan tantangan penting dalam 

masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

implementasi civic religion sebagai strategi kultural berbasis Pancasila dalam 

memperkuat kerukunan antarumat beragama di Desa Sukakarya, Kabupaten 

Musi Rawas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 

studi kasus. Analisis didasarkan pada teori civil religion, civic disposition, 

multicultural citizenship, dan perspektif Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi 

partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic 

religion berbasis Pancasila diimplementasikan melalui toleransi, gotong 

royong, musyawarah, kepemimpinan inklusif, dan partisipasi warga lintas 

agama sehingga membentuk civic disposition, civic engagement, social trust, 

dan civic culture. Penelitian ini menawarkan model teoretis bahwa Pancasila 

sebagai common moral ground membentuk civic religion sebagai etika publik 

yang memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui pelembagaan 

sosiologis yang berkelanjutan. 
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 Civic Religion as a Pancasila-Based Cultural Strategy for Strengthening 

Interreligious Harmony in Sukakarya Village. Interreligious harmony 

remains a significant challenge in Indonesia's pluralistic society. This study 

aims to analyze the implementation of civic religion as a Pancasila-based 

cultural strategy for strengthening interreligious harmony in Sukakarya 

Village, Musi Rawas Regency. The study employed a qualitative approach 

with a case study design. The analysis was grounded in the theories of civil 

religion, civic disposition, multicultural citizenship, and the perspective of 

Civic and Pancasila Education. Data were collected through in-depth 

interviews, participant observation, and documentation, and were analyzed 

using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that 

Pancasila-based civic religion is implemented through tolerance, mutual 

cooperation (gotong royong), deliberation (musyawarah), inclusive 

leadership, and citizens' participation across religious communities, thereby 

fostering civic disposition, civic engagement, social trust, and civic culture. 

This study proposes a theoretical model in which Pancasila, as a common 

moral ground, shapes civic religion as a public ethic that strengthens 

interreligious harmony through sustainable sociological institutionalization 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan 

bahasa sebagai identitas sekaligus kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman 

tersebut menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan yang damai, demokratis, dan harmonis. 

Namun, pluralitas juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola melalui nilai-nilai kebangsaan 

yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Tantangan tersebut semakin kompleks pada 

era digital yang ditandai dengan penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi berbasis SARA 

yang dapat memengaruhi hubungan antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia, relasi agama dan 

negara memiliki karakteristik tersendiri karena Pancasila tidak menempatkan negara sebagai negara 

agama maupun negara sekuler, melainkan sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman 

agama dalam kehidupan bermasyarakat (Hefner, 2011; Menchik, 2014; Ropi, 2017). Oleh karena itu, 

penguatan kerukunan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan 

kewarganegaraan yang demokratis dan berkeadaban. 

Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan nilai dalam membangun kehidupan 

masyarakat multikultural. Kerukunan antar umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya 

konflik, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghormati, toleransi, kerja sama, serta 

partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

nilai-nilai tersebut mencerminkan civic culture, yaitu budaya kewargaan yang mendorong warga negara 

untuk hidup berdampingan secara demokratis, menghargai keberagaman, dan mengutamakan 

kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut juga membentuk civic disposition berupa karakter toleran, 

tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang menjadi fondasi terbentuknya civic virtue dalam kehidupan 

masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keberagaman tidak hanya 

bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada pendidikan, kepemimpinan lokal, dan partisipasi 

masyarakat dalam membangun budaya toleransi (Anas et al., 2025). Dengan demikian, internalisasi 

nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memperkuat karakter kewargaan 

di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis (Ropi, 2017). 

Salah satu pendekatan yang relevan dalam memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan tersebut 

adalah konsep civic religion. Bellah (1967) menjelaskan civic  religion sebagai seperangkat simbol, 

nilai, dan keyakinan moral publik yang menjadi dasar kehidupan bersama dalam suatu bangsa. Dalam 

konteks Indonesia, konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, gotong 

royong, musyawarah, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap keberagaman. Civic 

religion tidak memosisikan agama sebagai identitas yang eksklusif, melainkan sebagai sumber etika 

publik yang memperkuat kehidupan kewargaan. Dalam penelitian ini, istilah civic religion digunakan 

secara konsisten untuk merujuk pada seperangkat nilai moral publik yang bersumber dari nilai-nilai 

agama dan diwujudkan dalam kehidupan kewargaan melalui praktik sosial yang inklusif. Civic religion 

memiliki keterkaitan erat dengan civic culture karena nilai-nilai yang dikandungnya, seperti toleransi, 

gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman, menjadi dasar terbentuknya 

budaya kewargaan yang mendorong partisipasi, kepercayaan sosial, serta tanggung jawab warga negara 

dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, civic religion tidak hanya berfungsi sebagai etika publik, 

tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang membentuk dan memperkuat civic culture dalam 

masyarakat multikultural. Oleh karena itu, civic religion memiliki keterkaitan dengan civic engagement, 

yaitu keterlibatan aktif warga negara dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif melalui kerja 

sama, dialog, dan partisipasi lintas agama. Implementasi nilai-nilai tersebut pada akhirnya mendukung 

terbentuknya democratic citizenship, yaitu warga negara yang mampu menjalankan hak dan 

kewajibannya secara demokratis tanpa mengabaikan keberagaman yang ada (Puspita et al., 2024). 

Desa Sukakarya merupakan salah satu wilayah yang berkembang melalui program transmigrasi 

sehingga dihuni oleh masyarakat yang berasal dari latar belakang suku, budaya, dan agama yang 

beragam. Keberagaman tersebut membentuk struktur sosial multikultural yang mempertemukan 
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kelompok-kelompok masyarakat dengan identitas yang berbeda dalam ruang kehidupan yang sama. 

Kondisi historis ini menjadikan Desa Sukakarya sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji 

bagaimana nilai-nilai bersama dibangun dan dipertahankan guna menjaga kerukunan sosial di tengah 

keberagaman. Fenomena tersebut dapat ditemukan di Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, yang 

merupakan masyarakat multireligius dengan kehidupan sosial yang relatif harmonis. Kerukunan 

masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas seperti gotong royong, musyawarah desa, peringatan 

hari besar keagamaan, dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lintas agama. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar umat beragama tidak hanya dibangun melalui aturan 

formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Agung 

et al., 2024). Meskipun demikian, praktik tersebut masih lebih banyak berkembang sebagai budaya 

masyarakat dan belum dipahami sebagai bagian dari implementasi civic religion yang dapat 

memperkuat budaya kewargaan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa harmoni sosial akan lebih 

berkelanjutan apabila nilai agama dan budaya lokal diinternalisasikan melalui interaksi rutin, 

kepemimpinan komunitas, dan ruang dialog yang terbuka (Sumarwati et al., 2022). Kondisi ini 

menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana civic religion diwujudkan dalam praktik kehidupan 

masyarakat di tingkat lokal. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kerukunan antar umat beragama melalui 

perspektif moderasi beragama, kearifan lokal, kebijakan pemerintah, maupun komunikasi lintas agama. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa toleransi dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya 

lokal, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik (Hakim et al., 2023;  Gandhi et al., 2025; Agung et 

al., 2024). Kajian bibliometrik mengenai moderasi beragama di Indonesia juga menunjukkan bahwa 

tema toleransi, multikulturalisme, komitmen kebangsaan, budaya lokal, dan harmoni sosial menjadi 

fokus utama penelitian beberapa tahun terakhir (Zaluchu et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian 

besar penelitian masih menempatkan civic religion sebagai konsep normatif atau membahas kerukunan 

pada level kebijakan dan wilayah yang mengalami konflik. Kajian yang secara khusus mengkaji 

implementasi civic religion sebagai strategi kultural berbasis Pancasila pada masyarakat desa yang telah 

hidup harmonis masih relatif terbatas. 

Berdasarkan kajian tersebut, Berdasarkan kajian tersebut, terdapat research gap yang 

menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak menjelaskan bagaimana civic religion 

diimplementasikan sebagai praktik sosial yang membentuk civic culture pada masyarakat multireligius 

yang hidup dalam konteks historis keberagaman, seperti wilayah transmigrasi. Sebagian besar 

penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, moderasi beragama, atau penyelesaian konflik, 

sedangkan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui praktik sosial sehari-hari yang memperkuat 

partisipasi warga, kepercayaan sosial, dan budaya kewargaan belum banyak dikaji secara empiris, 

memperkuat civic disposition, dan mendorong civic engagement dalam kehidupan masyarakat 

multireligius di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, 

moderasi beragama, atau penyelesaian konflik, sedangkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan 

melalui praktik sosial masyarakat belum banyak dikaji secara empiris. Padahal, penguatan kerukunan 

tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat, kepemimpinan 

lokal yang inklusif, serta ruang interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan kerja sama 

antar kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana civic 

religion diimplementasikan sebagai strategi kultural berbasis Pancasila dalam memperkuat kohesi 

sosial dan kerukunan antar umat beragama di tingkat desa. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis empiris 

mengenai implementasi civic religion sebagai strategi kultural berbasis Pancasila dalam memperkuat 

kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian 

ini tidak hanya mengkaji bentuk praktik civic religion, tetapi juga menjelaskan peran kepemimpinan 

tokoh agama dan pemerintah desa, praktik gotong royong, serta musyawarah sebagai ruang 
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pembentukan budaya kewargaan yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi 

teoretis terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam 

penguatan konsep civic culture, civic disposition, civic engagement, dan democratic citizenship melalui 

perspektif civic religion. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi 

pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat dalam merancang strategi penguatan kerukunan antar 

umat beragama yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat multikultural. 

Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, selama empat bulan, yaitu 

Juni - September 2025. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat multireligius 

dengan tingkat interaksi sosial lintas agama yang aktif dan kerukunan yang relatif stabil. Informan 

penelitian berjumlah delapan orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan 

pengetahuan mereka mengenai kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Informan terdiri atas Kepala 

Desa (I-01/Islam), tokoh agama Islam (I-02/Islam), tokoh agama Kristen (I-03/Kristen), tokoh 

masyarakat (I-04/Islam), ketua pemuda (I-05/Kristen), anggota Karang Taruna (I-06/Islam), serta dua 

warga yang aktif dalam kegiatan sosial lintas agama (I-07/Islam dan I-08/Kristen). Sebaran informan 

tersebut dipilih untuk memperoleh data yang beragam serta merepresentasikan kelompok sosial dan 

keagamaan yang terlibat dalam praktik kerukunan antar umat beragama di desa. Data dikumpulkan 

melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi.Observasi partisipatif 

dilakukan secara berkelanjutan selama empat bulan dengan fokus pada praktik gotong royong lintas 

agama, pelaksanaan musyawarah desa, keterlibatan warga dalam pembangunan fasilitas umum, 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan peringatan hari besar nasional, pola komunikasi antar 

umat beragama, serta peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam menjaga kerukunan sosial. 

Dokumentasi yang dianalisis meliputi foto kegiatan, notulen musyawarah, profil desa, dan laporan 

kegiatan kemasyarakatan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, 

dan member checking kepada informan kunci. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan 

Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data 

dihentikan setelah mencapai saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh menunjukkan pola 

yang berulang dan tidak ditemukan lagi temuan baru yang signifikan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik civic religion di Desa Sukakarya menjadi bagian 

dari kehidupan sosial masyarakat dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan 

hasil wawancara, masyarakat membangun hubungan sosial melalui sikap saling menghargai, kebiasaan 

berkumpul bersama, penyelesaian persoalan melalui musyawarah, serta gotong royong tanpa 

membedakan latar belakang agama.  

Salah seorang informan menyampaikan, “Di desa ini kami saling menghargai dan sering 

kumpul bareng. Kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Kami juga gotong 

royong tanpa lihat agama agar silaturahmi tetap bagus” (Ketua Pemuda).  

Hasil observasi memperlihatkan bahwa kegiatan kerja bakti, peringatan hari besar nasional, 

pembangunan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan sosial desa selalu melibatkan warga dari beragam 

agama secara bersama-sama. Dokumentasi berupa foto kegiatan kerja bakti, daftar hadir peserta, 

notulen musyawarah, dan laporan kegiatan tahunan juga menunjukkan bahwa partisipasi lintas agama 

berlangsung secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang Pancasila sebagai 

pedoman bersama dalam menjaga kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam 

membangun hubungan sosial, menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan kepentingan bersama.  
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Seorang perangkat desa menyampaikan, “Pancasila itu menjadi pegangan hidup kami. 

Gotong royong bikin kami makin dekat. Musyawarah jadi cara untuk ambil keputusan 

supaya adil dan tidak ada yang merasa dirugikan” (Perangkat Desa).  

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap musyawarah desa melibatkan pemerintah desa, tokoh 

agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan warga dari berbagai agama. 

Seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan 

bersama ditetapkan. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa notulen rapat desa, daftar 

hadir peserta, dan berita acara musyawarah yang memperlihatkan bahwa penyelesaian berbagai 

persoalan dilakukan melalui musyawarah mufakat. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gotong royong menjadi aktivitas sosial yang 

dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Bentuk kegiatan 

tersebut meliputi kerja bakti lingkungan, pembangunan fasilitas umum, membantu warga yang 

mengalami musibah, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.  

Salah seorang warga menyampaikan, “Kalau ada warga yang punya hajatan atau musibah, 

kami datang membantu. Tidak pernah ditanya agamanya apa, yang penting sama-sama 

warga desa” (Warga).  

Selama observasi partisipatif, peneliti menemukan bahwa masyarakat turut membantu persiapan 

kegiatan keagamaan agama lain, menjaga keamanan kegiatan masyarakat, serta berpartisipasi dalam 

pembangunan fasilitas umum yang dimanfaatkan secara bersama. Dokumentasi kegiatan 

memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat lintas agama dalam kerja bakti lingkungan, 

pembangunan sarana desa, dan berbagai aktivitas sosial yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan pemerintah desa memiliki peran 

penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan hasil wawancara, tokoh agama 

secara konsisten menyampaikan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati, sedangkan 

pemerintah desa memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog dan musyawarah.  

Salah seorang tokoh agama menyatakan, “Kami selalu mengajarkan bahwa menjaga 

kerukunan adalah bagian dari ajaran agama. Perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan” 

(Informan 1, Tokoh Agama). Kepala desa juga menjelaskan, “Kalau ada persoalan kami 

segera kumpulkan semua pihak supaya diselesaikan melalui musyawarah sebelum 

berkembang menjadi konflik” (Kepala Desa).  

Hasil observasi menunjukkan bahwa forum dialog yang difasilitasi pemerintah desa berlangsung 

secara terbuka dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, perangkat 

desa, dan perwakilan masyarakat. Dokumentasi berupa berita acara musyawarah serta arsip kegiatan 

desa memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog dan mufakat. 

Meskipun kehidupan masyarakat berlangsung relatif harmonis, penelitian ini juga menemukan 

beberapa tantangan dalam implementasi civic religion. Berdasarkan hasil wawancara, penyebaran 

informasi yang tidak benar melalui media sosial, kesalahpahaman antarwarga, dan perselisihan kecil di 

kalangan pemuda berpotensi memengaruhi hubungan sosial apabila tidak segera diselesaikan. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa pemerintah desa segera memfasilitasi dialog ketika muncul persoalan 

yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga permasalahan dapat diselesaikan sebelum berkembang 

lebih luas. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan menjaga kerukunan masih banyak didukung 

oleh peran tokoh agama dan kepala desa sebagai penggerak utama kegiatan sosial dan mediator dalam 

penyelesaian persoalan masyarakat. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam forum dialog lintas 

agama dan musyawarah desa belum merata, sedangkan kegiatan dialog lintas agama umumnya masih 
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dilaksanakan pada momentum tertentu dan belum menjadi agenda yang berlangsung secara rutin. 

Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa berita acara musyawarah, laporan kegiatan 

pemerintah desa, serta dokumentasi organisasi kepemudaan yang menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat berjalan dengan baik, namun keberlanjutan forum dialog dan regenerasi partisipasi generasi 

muda masih memerlukan penguatan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik civic religion di Desa Sukakarya telah 

berkembang sebagai etika publik yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan 

sosial melalui toleransi, gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa agama tidak berfungsi sebagai identitas yang memisahkan masyarakat, tetapi 

sebagai sumber nilai moral yang memperkuat kehidupan bersama. Temuan ini sejalan dengan konsep 

civcl religion yang dikemukakan oleh Bellah et al., (2024), bahwa masyarakat memerlukan seperangkat 

nilai moral bersama yang mampu mempersatukan warga di tengah keberagaman. Dalam konteks 

Indonesia, nilai tersebut diwujudkan melalui Pancasila yang menjadi landasan bersama dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang harmonis (Hefner, 2011; Menchik, 2014; Ropi, 2017). Oleh 

karena itu, civic religion di Desa Sukakarya menunjukkan bahwa nilai keagamaan dan nilai kebangsaan 

saling memperkuat dalam membentuk kehidupan kewargaan yang inklusif. 

Temuan mengenai peran Pancasila sebagai pedoman dalam musyawarah, pengambilan 

keputusan, dan hubungan sosial menunjukkan berkembangnya civic disposition berupa toleransi, 

penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. 

Branson (1998) menegaskan bahwa civic disposition merupakan karakter kewargaan yang 

memungkinkan warga negara menjalankan kehidupan demokratis secara bertanggung jawab, 

sedangkan Budimansyah, (2010) menekankan bahwa karakter tersebut diwujudkan melalui 

penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, dan kepentingan umum. Temuan ini juga memperkuat 

pandangan (Cogan, 2004) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya membentuk 

pengetahuan kewargaan, tetapi juga mengembangkan budaya kewargaan (civic culture) yang menjadi 

fondasi kehidupan demokratis dalam masyarakat majemuk. 

Praktik gotong royong, musyawarah, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial 

memperlihatkan berkembangnya civic engagement sebagai bentuk keterlibatan aktif warga negara 

dalam menyelesaikan persoalan publik. Partisipasi tersebut tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, 

tetapi juga membangun kepercayaan antarkelompok (social trust) yang menjadi modal penting bagi 

keberlanjutan kerukunan. Temuan ini sejalan dengan Westheimer & Kahne, (2004), yang menjelaskan 

bahwa warga negara yang demokratis ditandai oleh kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat, serta dengan Banks, (2009) yang menegaskan bahwa pengalaman sosial dalam masyarakat 

multikultural merupakan proses pembelajaran kewargaan yang efektif untuk menumbuhkan 

penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, praktik civic 

religion di Desa Sukakarya tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga membentuk budaya 

partisipatif yang menjadi karakter masyarakat multireligius. 

Peran tokoh agama dan pemerintah desa menunjukkan bahwa penguatan kerukunan berlangsung 

melalui kombinasi kepemimpinan moral dan kepemimpinan struktural. Tokoh agama menanamkan 

nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan pemerintah desa menyediakan ruang 

dialog dan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian persoalan secara damai. Kondisi ini 

mencerminkan berkembangnya civic virtue, yaitu kebajikan kewargaan yang mendorong warga negara 

mengutamakan kepentingan bersama, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi secara 

bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Branson, 1998). Dalam perspektif kewarganegaraan 

multidimensional, praktik tersebut menunjukkan bahwa warga tidak hanya memahami hak dan 

kewajibannya, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang inklusif melalui 

kerja sama dan tanggung jawab kolektif (Cogan, 1998). 
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Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan civic religion masih 

menghadapi tantangan. Kerukunan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh peran tokoh agama dan 

kepala desa sebagai penggerak utama kehidupan sosial, sementara keterlibatan generasi muda dalam 

forum dialog lintas agama dan proses pengambilan keputusan belum berlangsung secara optimal. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum sepenuhnya terlembagakan menjadi 

budaya yang mampu bertahan tanpa bergantung pada figur tertentu. Dalam perspektif habitus, kondisi 

ini mengindikasikan bahwa praktik toleransi memang telah menjadi kebiasaan sosial, tetapi proses 

reproduksi nilai kepada generasi berikutnya masih memerlukan penguatan agar habitus kewargaan 

dapat berlangsung secara berkelanjutan  (Bourdieu, dalam Madinier, 2022). Di sisi lain, perkembangan 

media digital juga menghadirkan tantangan baru melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan 

polarisasi yang berpotensi melemahkan kohesi sosial apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan 

pendidikan toleransi. 

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan civic religion tidak cukup bertumpu pada 

keteladanan tokoh agama atau pemerintah desa, tetapi memerlukan pelembagaan sosiologis melalui 

organisasi kemasyarakatan, forum dialog lintas agama yang berkelanjutan, pendidikan 

kewarganegaraan berbasis komunitas, serta kaderisasi generasi muda. Pelembagaan tersebut penting 

agar nilai toleransi, gotong royong, dan musyawarah tidak hanya menjadi praktik insidental, tetapi 

berkembang menjadi civic culture yang diwariskan secara antargenerasi. Dengan demikian, penelitian 

ini memperkuat kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menunjukkan bahwa civic 

religion berbasis Pancasila membentuk hubungan yang saling menguatkan antara civic disposition, civic 

engagement, social trust, dan civic culture sehingga mampu memperkokoh kerukunan antarumat 

beragama dalam masyarakat multireligius. Model tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai 

common moral ground menjadi fondasi bagi berkembangnya civic religion sebagai etika publik yang 

menjaga kohesi sosial secara inklusif dan berkelanjutan. 

Gambar 1. Konseptual 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan suatu model konseptual penguatan kerukunan 

antar umat beragama di Desa Sukakarya. Model tersebut menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi 
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sebagai common moral ground yang menjadi dasar bersama bagi seluruh kelompok agama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasikan melalui praktik civic 

religion yang berkembang sebagai etika publik masyarakat. Implementasi civic religion diwujudkan 

melalui praktik gotong royong dan musyawarah yang memungkinkan terjadinya interaksi, kerja sama, 

dan dialog lintas agama secara berkelanjutan. Intensitas interaksi tersebut mendorong terbentuknya 

civic engagement atau partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial masyarakat. Partisipasi yang 

berlangsung secara berulang kemudian menghasilkan social trust berupa kepercayaan, solidaritas, dan 

norma timbal balik antar masyarakat. Kepercayaan sosial yang kuat selanjutnya membentuk civic 

culture yang ditandai oleh toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab sosial, dan 

komitmen terhadap kepentingan bersama. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut berkontribusi terhadap 

terwujudnya kerukunan antar umat beragama yang berkelanjutan. Model ini memperlihatkan bahwa 

penguatan kerukunan tidak hanya bergantung pada faktor keagamaan, tetapi juga pada integrasi antara 

nilai Pancasila, partisipasi kewargaan, dan modal sosial masyarakat. 

Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa civic religion berbasis Pancasila di Desa Sukakarya berfungsi 

sebagai strategi kultural yang efektif dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui 

internalisasi nilai toleransi, gotong royong, dan musyawarah yang diwujudkan secara konsisten dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Temuan penelitian menghasilkan model teoretis yang menjelaskan bahwa 

Pancasila sebagai common moral ground membentuk civic religion sebagai etika publik, yang 

selanjutnya mendorong civic engagement melalui partisipasi warga, memperkuat social trust, 

membangun civic culture, dan pada akhirnya menghasilkan kerukunan antarumat beragama yang 

berkelanjutan. Model ini memperluas kajian civic religion dengan menempatkannya sebagai 

mekanisme sosial yang menghubungkan nilai kebangsaan, nilai keagamaan, dan praktik kewargaan 

dalam kerangka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara praktis, hasil penelitian 

menegaskan bahwa civic religion berbasis Pancasila di tingkat akar rumput bukan sekadar kosmetik 

politik atau bergantung pada keteladanan tokoh agama maupun kepala desa, melainkan merupakan 

strategi kebudayaan aktif yang memerlukan pelembagaan sosiologis melalui pendidikan 

kewarganegaraan, forum dialog lintas agama, organisasi kemasyarakatan, dan kaderisasi generasi muda 

agar nilai-nilai tersebut direproduksi secara berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi 

dengan pendekatan studi kasus, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi 

komparatif pada wilayah multireligius yang berbeda atau menggunakan pendekatan mixed methods 

untuk menguji validitas model teoretis yang dihasilkan pada konteks sosial yang lebih beragam. 
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